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Abstract 
Marriage and polygamy dispensation is a regulation contained in 
Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In practice, the judges have 
several considerations, including the consideration of maṣlahah. This 
research will discuss about how the judges of the Religious Courts in the 
Central Java region understood maṣlaḥah and its implementation in 
marriage dispensation and polygamy cases. This is a descriptive-analytic 
field research. Data collection using interview techniques. The data 
obtained is then analyzed inductively with a normative juridical 
approach. The results of this study are that the perception and 
implementation of judges regarding maṣlaḥah in the case of marriage 
and polygamy dispensations are not in accordance with the provisions of 
the ma teorilaḥah theory compiled by the ulama of fiqh proposal 
 
Abstrak 
Dispensasi nikah dan Poligami merupakan peraturan yang 
tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. Dalam praktiknya, para hakim memiliki beberapa 
pertimbangan, diantara adalah pertimbangan maṣlaḥah. Penelitian ini 
akan membahas mengenai bagaimana para hakim Pengadilan Agama di 
wilayah Jawa Tengah memahami maṣlaḥah dan implementasinya dalam 
perkara dispensasi nikah dan poligami. Ini merupakan penelitian 
lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara induktif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa persepsi dan implementasi dari hakim 
tentang maṣlaḥah dalam perkara dispensasi nikah dan poligami tidak 
sesuai dengan ketentuan teori maṣlaḥah yang disusun ulama usul fikih. 
Kata Kunci: Hakim, Dispensasi Nikah, Poligami, Maṣlaḥah. 
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Pendahuluan 
Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT 
sebagai jalan bagi umat manusia untuk melestarikan hidup serta menjaga 
keturunan mereka. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, 
perseorangan maupun kelompok. Melalui jalan perkawinan yang sah, 
pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai 
kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan. Pergaulan 
hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa 
kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil 
perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus 
merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan 
berkehormatan.
1
 
Dalam berkehidupan beragama dan bernegara, pernikahan tidak 
hanya diatur dengan hukum agama saja, akan tetapi pernikahan juga 
diatur oleh undang-undang, dimana undang-undang tersebut yang akan 
menyeragamkan masyarakat Indonesia untuk memahami, mengikuti, dan 
mentaati hukum pernikahan tersebut. Untuk ketentuan-ketentuan 
perkawinan, negara telah mengatur tentang  perkawinan yang tertera 
dalam  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974.
2
 
Diantara poin penting yang terdapat pada undang-undang 
pernikahan tersebut adalah pasal 7 ayat (1) ―Batas umur perkawinan 
adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun”.3 Ketentuan batas 
umur yang tertera di atas, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan 
keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang 
diletakkan dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri 
                                                          
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, IX (Yogyakarta: UII Press, 
2000). hlm. 1. 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, III (Bandung: Mandar 
Maju, 2007). hlm. 6. 
3
 ―Undang-Undang Perkawinan‖ (1974). 
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harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 
secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 
baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami 
isteri yang masih di bawah umur.
4
 Akan tetapi ketentuan tersebut belum 
memiliki ketentuan hukum tetap, dikarenakan terdapat pada pasal 7  ayat 
(2) dijelaskan: “Dalam hal ini penyimpangan dalam ayat (1)  pasal ini 
dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang 
diminta oleh kedua pihak pria atau pihak wanita.” Yang berarti 
pernikahan di bawah umur masih sangat berpotensi besar untuk 
dilakukan. 
Selanjutnya mengenai poligami, dalam undang-undang 
perkawinan, seorang pria memiliki istri lebih dari satu adalah suatu hal 
yang tidak dilarang. Sama seperti peraturan mengenai dispensasi nikah di 
bawah umur, untuk melakukan poligami itu sendiri harus memenuhi 
ketentuan-ketentaun yang telah ditetapkan. Telah diketahui melalui 
beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah 
umur menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Salah satu 
contohnya yaitu skripsi yang di tulis oleh Saipul Arip Watoni mahasiswa 
UIN Sunan Kalijaga yang berjudul ―Perceraian Akibat Pernikahan Dini 
(Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB 
Tahun 2006-2008)‖, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah 
satu sebab perceraian adalah pernikahan di bawah umur, yang 
dikarenakan kurang matangnya kesiapan mental.
5
 
Di sini peran hakim yang menentukan dalam memutuskan 
pemberian dispensasi atau tidak. Data di website Mahkamah Agung 
                                                          
4
 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan Di Indonesia, I (Jakarta: Gaung 
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mengenai putusan pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan di 
bawah umur di salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah yaitu 
Pengadilan Agama Cilacap, permohonan dispensasi nikah yang 
dikabulkan oleh hakim pada tahun 2017 tercatat sebanyak 271,
6
 serta rata-
rata dasar hakim dalam memutuskan permohonan tersebut yaitu dengan 
dasar maṣlaḥah. Oleh karena itu, menarik untuk mendiskusikan konsep 
Maṣlaḥah yang diimplementasikan oleh hakim. Apakah para hakim 
Pengadilan Agama Jawa Tengah memahami maṣlaḥah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dari teori maṣlaḥah atau hakim memiliki kaca mata 
tersendiri dalam memandang maṣlaḥah sesuai dengan kasus-kasus yang 
mereka hadapi?   
Maṣlaḥah dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jawa Tengah  
Kemajuan akan ketentuan-ketentuan syarat menjadi hakim 
pengadilan Agama tidak dapat dipungkiri, seperti dalam penggalan 
sejarah perkembangan Pengadilan Agama, pernah ada masa dimana 
hakim Pengadilan Agama direkrut dari kalangan pesantren yaitu para 
alumni-alumni pesantren yang telah menjadi Kyai atau Ulama, yang 
dikenal dengan sebutan Hakim Madrasah. Hakim yang notabene produk 
pesantren tersebut sesuai dengan kultur pesanteren bahwa kajian-kajian 
yang diterapkan adalah mengkaji kitab-kitab karya para ulama-ulama 
Islam terdahulu atau lebih pesifiknya lagi membahas akan hukum-hukum 
Islam. Hakim tipe ini sudah tidak diragukan lagi dalam pemahamannya 
terhadap hukum-hukum Islam, mereka sudah memiliki keahlian khusus di 
bidang penguasaan kitab-kitab fiqih yang kerap menjadi rujukan dan 
pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara di Pengadilan 
Agama. 
                                                          
6
 Mahkamah Agung, ―Dispensasi Nikah,‖ n.d. 
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Seiring dengan kemajuan zaman, perekrutan yang semacam itu 
sudah tidak digunakan lagi, dan muncullah sebuah nama yaitu Hakim 
Sarjana. Hakim sarjana merupakan hakim yang berlatar belakang alumni 
Perguruan Tinggi yang diyakini memiliki ketrerampilan dalam memutus 
sebuah perkara dengan keintelektualan dan memeiliki keterampilan 
memproses sebuah perkara yang berkembang di kehidupan masyarakat 
sekarang. Selain keintelektualan yang mereka miliki para Hakim Sarjana 
juga dituntut untuk memahami serta harus mampu melakukan istinbāṭ 
hukum sebagaimana keahlian para Hakim Madrasah. 
Ada kelebihan dan kekurangan antara kedua tipe hakim di atas. 
Pertama, Hakim Madrasah diyakini terlalu terpaku dengan teks-teks kitab 
yang bisa saja mengesampingkan kesejatian kebenaran yang terjadi di 
masyarakat sekarang, dikarenakan munculnya kasus-kasus baru yang 
dalam kitab-kitab versi lama belum pernah terjadi. Kedua, Hakim Sarjana, 
sesuai dengan latar belakang studi mereka yang berbasis perguruan tinggi 
dan kurangnya penguasaan terhadap kitab-kitab klasik yang menjadi slah 
satu sarana metode istinbāṭ hukum. Sehingga dalam mencari kebenaran, 
mereka hanya menganalisis sesuai dengan kemampuan pribadi mereka. 
Pada akhirnya hanya merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalil yang 
hanya bersifat umum yang tertera dalam buku atau panduan mereka. 
Dalam setiap produk Pengadilan Agama yang berupa putusan atau 
penetapan, di dalamnya para hakim wajib memberikan pertimbangan atau 
pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksanya dan menjadi 
bagian yang harus serta tidak dapat dipisahkan dari putusan penetapan.
7
 
Setiap putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus 
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 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 tahun 2004. Dan 
pembaharuan UU. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 (2) yang 
berbunyi: Dalam sidang permusyawaratan, sertiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 
bagian dari putusan. 
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memuat pasal-pasal yang sesuai dengan kasus-kasusnya, pasal-pasal yang 
relevan atau sumber-sumber tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. Dasar putusan yang digunakan para hakim Pengadilan Agama 
sesuai dengan permasalahan yang bersifat hukum Islam, mereka kerap 
menggunakan dalil-dalil al-Qur‘an, Hadis, dan ketentuan-ketentuan lain 
yang telah ada, seperti kaidah-kaidah usul fikih. Dalil yang sangat sering 
digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memutus sebuah 
perkara di Pengadilan Agama adalah kaidah usul fikih yang berbunyi:
8
 
 ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد 
Artinya: “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan”. 
 
Pertimbangan yang kerap hakim gunakan sebagai salah satu dasar 
untuk memutuskan atau menetapkan sebuah perkara adalah melihat akan 
kemaslahatan. Dengan dalih kemaslahatan, hakim memberikan putusan 
baik itu penolakan atau mengabulkan permohonan. Menurut mereka 
dalam setiap perkara mengandung sebuah kemaslahatan, bahwa dalam 
setiap jalan keluar dari sebuah permasalahan pasti terdapat kebaikan, dan 
kebaikan tersebut merupakan substansi dari maṣlaḥah. Seperti yang 
dikatakan oleh Najib, Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam 
wawancara, ia mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah sebuah kebaikan.9 
Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan bagi seseorang yang 
mengajukan permohonan. Najib berkata: 
“Pada perkara dispensasi nikah, hakim dalam memberikan 
izin dispensasi kepada pasangan yang belum cukup umur 
mengandung sebuah kemaslahatan, maṣlaḥah di situ adalah 
maṣlaḥah untuk dirinya (pemohon) kalau memang ia tidak bisa 
                                                          
8
 Putusan Pengadilan Agama, ―Permohonan Dispensasi Kawin,‖ Pub. L. No. 
0041/Pdt.P/2018/PA.Klt. (2018). 
9
 Najib, ―Wawancara‖ (Cilacap, 2018). 
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menjaga kehormatan atau dari perbuatan dosa, akan lebih 
maṣlaḥah untuk dinikahkan yang bertujuan untuk menjaga dirinya 
dari hal-hal yang mengakibatkan orang akan terjerumus kepada 
perbuatan zina atau dosa.”10 
Tidak hanya Najib yang mengatakan seperti itu, kaidah usul fikih 
di atas dijadikan dasar hukum oleh para hakim Pengadilan Agama di 
beberapa wilayah Jawa Tengah. Mereka melihat bahwa mengabulkan atau 
menolak sebuah permohonan dengan membebankan beberapa syarat dan 
kewajiban bagi para pihak dianggap keputusan yang paling mendekati 
kebenaran. Seperti contoh, harus memiliki penghasilan yang cukup untuk 
menjamin keperluan istri-istrinya yang dibebankan kepada seseorang 
yang akan berpoligami dan syarat untuk siap menjadi seorang suami bagi 
anak laki-laki yang mengajukan dispensasi nikah.  Dengan melakukan hal 
tersebut mereka mendapatkan kemaslahatan dibanding mengambil 
keputusan lain yang artinya jika tidak diputus demikian akan 
menimbulkan kerusakan (maḍārāt) dan kekhawatiran akan hal negatif 
lainnya. 
Seperti yang kita ketahui bahwa, maṣlaḥah merupakan sebuah 
teori yang erat kaitannya dengan maqāṣīd al-syarī‟ah (tujuan hukum), 
teori tersebut memiliki banyak versi yang dikembangkan oleh ulama-
ulama usul fikih dari zaman ke zaman, meskipun memiliki banyak versi 
akan tetapi kesejatian akan teori tersebut adalah sama yaitu untuk 
kemaslahatan manusia.
11
 Para ulama usul fikih secara substantif 
meberikan pengertian maṣlaḥah sebagai suatu kondisi dari upaya 
mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) dan 
menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (maḍārāt).12 
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 Najib. 
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 Al-Syaṭibi, Al-Muwaffaqāt Fi Uṣūl Al-Syarī‟ah (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2011). Juz 2. hlm. 4. 
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 Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, 1st ed. (Malang: UIN Maliki 
Press, 2010). hlm. 184. 
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Maṣlaḥah digunakan hakim untuk menjadi dasar putusan tidak 
boleh mengesampingkan ketentuan dan syarat akan teori maṣlaḥah itu 
sendiri. Ketentuan akan syarat-syarat mengenai maṣlaḥah dapat 
digunakan untuk menjadi hujjah dalam penentuan hukum oleh para ulama 
ahli usul fikih telah disepakati bahwa maṣlaḥah dapat digunakan sebagai 
hujjah dalam menetapkan hukum apabila perkara yang ditetapkan sejalan 
dengan kehendak syara‘ yaitu al-Qura‘n dan Hadis, yang berarti bahwa 
apabila perkara yang ditetapkan bertentangan dengan kehendak syara‘ 
maka dasar maṣlaḥah tidak dapat digunakan.13 Kemaslahatan juga harus 
bersifat rasional dan bukan hanya perkiraan, serta maṣlaḥah harus 
menyangkut kepentingan mayoritas umat, yang berarti bahwa dasar 
kemaslahatan dapat digunakan apabila perkara yang ditetapkan memberi 
efek terhadap keumuman masyarakat tidak hanya untuk kepentingan 
pribadi seseorang, karena hakikat dari kemaslahatan adalah untuk 
kebaikan bagi umat manusia.
14
 
Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama di Jawa Tengah 
sebenarnya tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang telah 
disepakati oleh ulama ahli usul fikih, yaitu menolak kerusakan (maḍārāt) 
didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Akan tetapi dalam proses 
pengaplikasian terhadap teori maṣlaḥah pada masalah-masalah yang 
dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama di Jawa Tengah terlihat 
bahwa kemaslahatan yang diberikan oleh para hakim hanya sebatas 
kemaslahatan pribadi seseorang dan tidak menyangkut kepentingan 
mayotitas masyarakat. Sebab tersebut yang menjadikan keinginan penulis 
mencari tau kebenaran pemahaman para hakim mengenai hakikat dari 
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 Allal Al-Fasiy, Maqāṣīd Al-Syarī‟ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā (Rabat: 
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maṣlaḥah itu sendiri, seperti hakim dalam menggunakan dasar maṣlaḥah 
untuk memutuskan izin dispensasi dan poligami, pemahaman akan 
maṣlaḥah tentunya harus benar-benar dimiliki oleh para hakim 
Pengadilan Agama agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan untuk para 
pihak yang berperkara dan tentunya untuk kemaslahatan secara umum. 
Permohonan dispensasi nikah sebenarnya bukan sebagai 
permasalahan pokok yang menjadikan kemaslahatan tidak relevan dalam 
memutuskan mengabulkan dispensasi, karena dispensasi sendiri memiliki 
kekuatan hukum yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang membolehkan meminta dispensasi untuk seseorang 
yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, dan dalam hukum 
Islam tidak ada batasan usia untuk melakukan pernikahan.
15
 Akan tetapi 
realita sebab-sebab pengajuan dispensasi yang terjadi di Pengadilan 
Agama Jawa Tengah yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini.  
Selanjutnya mengenai perkara poligami. Hukum perkawian 
Indonesia mengatakan bahwa, pernikahan di Indonesia menganut asas 
monogami yaitu seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri dan 
wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
16
 Ketentuan tersebut 
tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang perkawinan. Asas tersebut memang secara gamblang mengatakan 
ketentuan tersebut, tetapi tidak ada larangan untuk melakukan poligami 
dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan 
pada undang-undang tertera pada Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: 
“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
                                                          
15
 Achmad Asrori, ―Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya 
Dalam Undnag-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,‖ Dialog: Jurnal Al-‟Adalah 12, no. 
4 (2015): 2. 
16
 Dahlan Hasyim, ―Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam 
Perkawinan,‖ Dialog: Jurnal Mimbar 23, no. 2 (2007): 300–311. 
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lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan,”  
Dengan melihat keterangan dari para hakim yang bertugas di 
Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah, bahwa permohonan poligami 
yang diajukan ke Pengadilan Agama yang beralasan secara hukum hanya 
beberapa persen saja, seperti yang dikatakan oleh Sodikin sebagai wakil 
ketua Pengadilan Agama Purwokerto, ia menerangkan bahwa dari semua 
kasus poligami yang ia tangani, pengajuan yang benar-benar beralasan 
secara hukum
17
 mungkin hanya 10%.
18
 Walaupun begitu, para hakim 
tetap memberikan izin untuk melakukan poligami dengan melihat 
persetujuan dari istri pertama mereka. Dengan begitu dapat ditarik 
kesimpulan bahwa praktik permohonan poligami yang terjadi di 
Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah tidak sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dengan 
melihat bahwa permohonan tetap diberikan meskipun tidak sesuai dengan 
syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, maka seakan-akan para 
hakim sudah tidak menghiraukan asas perkawinan yang berlaku di 
Indonesia.  
Maṣlaḥah dalam Penetapan Dispensasi Nikah 
Dispensasi adalah sebuah ketentuan hukum perkawinan di 
Indonesia yang telah dibakukan dalam Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan sebagai sebuah keringanan izin 
menikah bagi pasangan atau salah satu dari pasangan yang belum 
memenuhi syarat melakukan perkawinan. Karena perkawinan hanya dapat 
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 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menetapkan: 
Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang 
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sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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dilakukan oleh seseorang yang telah dianggap mampu melakukannya, 
dalam hal ini undang-undang menentukan batasan umur bagi para calon 
pasangan pernikahan, pernikahan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki 
apabila umurnya telah mencapai 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan.  
Undang-undang dalam menentukan batasan umur dalam 
pernikahan memiliki alasan-alasan tersendiri, antara lain adalah sebagai 
sebuah perlindungan bagi anak, karena anak memiliki hak yang harus 
terpenuhi, hak untuk pendidikan, kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
19
 Dan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 
kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan 
sejak dalam kandungan.
20
 Selain dalam rangka perlindungan anak, 
pemerintah sepakat menentukan peraturan tersebut tentunya dinilai hal 
yang sangat pantas untuk kebaikan masyarakat Indonesia. 
Jika dipahami ketentuan diberlakukannya batasan usia pernikahan 
tidak menjadi sebuah permasalahan besar, disamping bertujuan baik 
untuk para calon suami isteri, juga meminimalisir akan ke-maḍārāt-an 
yang akan terjadi. Lagipula apabila sudah sangat ingin melakukan 
pernikahan, seseorang yang belum cakap umurnya dapat meminta izin 
dispensasi. Untuk mendapatkan izin dispensasi bukanlah sesuatu yang 
sulit apabila dipahami dalam bahasa undang-undang, di sana tidak 
mengharuskan para pemohon dispensasi telah melakukan hal yang tidak 
seharusnya (melanggar ketentuan agama). Mungkin pada kasus pertama, 
hakim memutuskan memberikan izin dispensasi pernikahan untuk 
pasangan di bawah umur dan telah melakukan hubungan suami isteri 
yang mengakibatkan terjadinya kehamilan, pada saat itu adalah sebagai 
putusan yang sangat dibutuhkan dan sangat layak diberikan, akan tetapi 
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yurisprudensi dari putusan tersebut menjadikan para hakim selanjutnya 
lebih mengedepankan alasan yang sangat kuat untuk mendapatkan izin 
dispensasi. 
1. Maṣlaḥah dalam Perlindungan Anak 
Ada dua jenis permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama di 
wilayah Jawa Tengah. Pertama, pengajuan permohonan dispensasi yang 
tidak dilandasi dengan kehamilan; Kedua. Pengajuan yang dilandasi 
karena telah melakukan hubungan di luar pernikahan sehingga 
mengakibatkan kehamilan. Tetapi dengan melihat realita sebab-sebab 
pengajuan permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan 
Agama di Wilayah Jawa Tengah, bahwa 90% dari permohonan yang 
diajukan adalah dengan latar belakang karena telah melakukan hubungan 
badan dan telah hamil.
21
 Oleh sebab itu para hakim memberikah putusan 
dengan menimbang pada kemaslahatan, pertama untuk melindungi anak 
dalam kandungan, kedua dalam rangaka melindungi harga diri anak yang 
mengandung maupun keluarganya di muka sosial.  
Dapat dipahami bahwa hal yang paling mendasar yang dijadikan 
alasan bagi seseorang mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak 
yang telah hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib si 
anak tersebut dan umumnya untuk keluarganya, bila aib sudah tertutupi 
melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan 
kebaikan-kebaikan tertentu, anak dalam kandungan akan jelas statusnya 
dan anak yang mengandung akan terlindungi nama baiknya. Selain itu 
melindungi anak menjadi salah satu dasar pertimbangan para hakim. 
Hakim menilai bahwa melindungi anak dalam kandungan akan hak-
haknya lebih diprioritaskan, disamping itu anak hasil hamil di luar nikah 
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tidak memiliki kesalahan. Oleh karena itu hakim menganggap bahwa hal 
tersebut layak disebut kemaslahatan.  
Keterangan yang diperoleh dari para hakim yang bertugas di 
Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah, dari keseluruhan hakim 
tersebut menyatakan bahwa pemberian izin dispensasi nikah yang 
notabene telah hamil adalah untuk perlindungan anak, baik anak dalam 
kandungan maupun anak yang mengandung. Hal tersebut secara jelas 
diungkapkan pada saat wawancara, seperti Najib, hakim Pengadilan 
Agama Cilacap, ia menjelaskan bahwa dalam pemberian dispensasi nikah 
kepada pemohon, mengandung sebuah kemaslahatan yaitu bertujuan 
untuk melindungi anak, karena biasanya permohonan diajukan karena 
anak telah melakukan jima' (bersetubuh) di luar pernikahan "ba'da dukhūl 
qobla al-nikāḥ" atau yang bisa disebut dengan insiden (kejadian yang 
tidak diinginkan).  
Menurutnya, apabila tidak diizinkan maka akan timbul ke-
maḍārāt-an, misalnya ada anak yang sudah nyata-nyata hamil sampai 
melahirkan dia tidak terikat dengan perkawinan, dan kalau tidak diizinkan 
bagaimana nanti siapa orang tua anak tersebut dan bagaimana menutup 
aibnya. Untuk kemaslahatan dirinya, martabat orang tuannya, dan 
menjaga agamanya, maka diberikan dispensasi nikah.
22
 Begitu juga 
dengan hakim-hakim lainya, baik itu hakim Pengadilan Agama 
Purwokerto, Banyumas, Klaten, Boyolali, Surakarta, maupun Sukoharjo, 
semua kompak mengatakan bahwa permohonan yang diajukan ke 
Pengadilan Agama dimana mereka ditugaskan rata-rata disebabkan telah 
melakukan hubungan di luar perkawinan yang menyebabkan kehamilan. 
Sehingga mereka dalam memutuskan memberikan izin dispensasi dengan 
pertimbangan kemaslahatan untuk memberi perlindungan kepada anak. 
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Hakim dalam memberikan izin dispensasi kepada anak yang telah 
hamil dengan menggunakan dasar kemaslahatan berarti memberikan 
keringanan terhadap  seseorang yang telah melakukan perbuatan zina, 
walaupun maksud mereka adalah untuk memberikan perlindungan 
terhadap anak. Dengan begitu putusan hakim telah melanggar ketentuan 
teori maṣlaḥah yang mana memberikan keringanan terhadap seseorang 
yang telah melanggar ketentuan syari‘at. seperti kaidah usul fikih sebagai 
berikut: 
 ِةَّيِصْعَمْلِاب ُطاَن َتَلَ ُةَصْخُّرَلا23 
Artinya:  “Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat”  
Dapat dipahami bahwa keringanan hukum tidak berlaku bagi 
orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jika dikaitkan dengan 
diberikannya dispensasi kepada pasangan yang telah melakukan zina 
maka sama saja tidak mengikuti bahkan menyalahi kaidah usul fikih 
tersebut. 
Seperti yang kita ketahui dalam Islam seseorang yang melakukan 
perbuatan zina seharusnya diberikan hukuman dan bukanya diberi 
keleluasaan atau keringanan. Yang menjadi kerancuan antara hukum 
Islam dan hukum positif Indonesia adalah pengertian dari zina tersebut. 
Zina dalam KUHP adalah seseorang yang melakukan persetubuhan 
dengan selain isterinya atau suaminya, KUHP memandang zina hanya 
kepada orang yang telah berada dalam ikatan perkawinan,
24
 sedangkan 
melakukan persetubuhan antara orang-orang yang tidak berada dalam 
ikatan perkawinan bukan dinamakan dengan zina. 
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 Abdul Mudjib, Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). 
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 Adami Charawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005). hlm. 57. 
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Kaidah usul fikih yang selalu digunakan oleh para hakim 
Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah dalam memutuskan 
memberikan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:
25
 
  ءْرَد  ِدِساَفَْملا  ِحِلاَصَْملا ِْبلَج ََلَع ٌم َّدَق  م 
Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil 
kemaslahatan” 
 
Dalam kasus memberikan dispensasi pernikahan, terkhusus 
terhadap pemohon yang telah melakukan perbuatan zina dan telah hamil. 
Dalam salah satu pertimbangan untuk menetapkan memberikan izin 
dispensasi, para hakim selalu menggunakan kaidah tersebut. Para hakim 
memandang bahwa memberikan izin tersebut adalah salah satu 
kemaslahatan, dengan alasan memberikan perlindungan pada anak dalam 
kandungan, pelaku, dan orang tua dari aib. Apabila dicermati 
pengambilan dasar tersebut telah menyeleweng dari kaidah di atas 
tersebut. Dalam kaidah tersebut menolak kerusakan yang lebih 
diutamakan, dalam hal ini kerusakan yang dihadapi adalah semakin 
banyaknya kasus serupa dan itu adalah  kerusakan yang nyata terjadi. 
Sedangkan hakim lebih mengutamakan mengambil maṣlaḥah yang hanya 
dirasakan oleh kelompok kecil. 
Sedangkan dalam kaidah selanjutnya:  
 ِا َذ َت ا َع َرا َض  ْلا َم ْف َس َد َت ِن   ر ْو ِع َي  َا ْع َض  م ه َما  ََض  ر ِب ا ْر ِت َك ِب  َا َخ ِ فِه َما26 
Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka 
tinggalkanlah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dengan 
mengerjakan yang lebih ringan.” 
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 Abdurrahman As-Suyuti, Al-Aysbāh Wa an-Naẓa‟ir Fī Qawā‟id Wa Furū‟ 
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Kaidah tersebut sudah jelas mengatakan bahwa mengambil ke-
mafsadah-an yang lebih kecil lebih diutamakan untuk menjaga agar ke-
mafsadah-an yang lebih besar tidak terjadi. Sebenarnya para hakim 
memahami akan hal tersebut tetapi mereka masih tetap menganggap 
bahwa pertimbangan melindungi anak yang telah melakukan zina adalah 
sebuah kemaslahatan. Dikarenakan Indonesia bukanlah salah satu negara 
yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum negara, maka setidaknya 
pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yang 
bertujuan agar berkurangnya tingkat pernikahan yang disebabkan oleh 
hamil di luar nikah. 
Tujuan diberlakukannya dispensasi adalah untuk melindungi anak 
dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama yaitu berbuat zina. 
Realita yang terjadi di wilayah Jawa Tengah bukan sebagai perlindungan 
agar tidak melakukan zina, akan tetapi terlihat seperti lebih melindungi 
orang yang telah melakukan zina. 
Serta jika melihat ketentuan hukum tersebut dengan teori 
kefektifitasan hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut tidak 
efektif diterapkan. Membicarakan tentang efektifas hukum berarti 
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau 
faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan 
sebaik-baiknya.  
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau 
peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat 
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau 
peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang 
dikehendaki, maka efektifas hukum atau peraturan perundang-undangan 
17 
 
tersebut telah dicapai, dan hal tersebut berbanding terbalik dengan realita 
pada permasalahan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. 
2. Maṣlaḥah untuk Menghindari Zina  
Seperti yang diterangkan di atas, bahwasannya permohonan izin 
dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jawa Tengah 
memiliki dua latar belakang yaitu karena telah hamil dan yang kedua 
tidak dikarenakan hamil. Pengajuan yang kedua merupakan permohonan 
yang tidak dilandasi dengan kehamilan. Keterangan para hakim dalam 
memutuskan pemohonan dispensasi nikah tersebut juga mengatakan 
untuk melindungi anak. Dalam hal itu, perlindungan anak yang dimaksud 
adalah untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar 
norma agama, seperti yang dikatakan oleh  Najib, bahwa unsur maṣlaḥah 
dalam memberikan izin dispensasi adalah untuk dirinya (anak pemohon) 
kalau memang tidak bisa menjaga kehormatan atau dari perbuatan dosa, 
maka akan lebih maṣlaḥah apabila dinikahkan. Tujuannya adalah untuk 
menjaga dirinya dari hal-hal yang mengakibatkan orang akan terjerumus 
kepada perbuatan zina dan dosa.
27
 Pertimbangan kemaslahatan cocok 
digunakan dalam keadaan kasus tersebut di atas, dikarenakan tidak 
menyalahi syari‘at undang-undang dan kemaslahatan dapat dirasakan 
untuk keumuman masyarakat. 
Maṣlaḥah adalah dasar hukum yang sebenarnya pantas dan tidak 
ada kesalahan digunakan sebagai salah satu dasar hukum memberikan 
dispensasi kepada pasangan yang belum cakap umur untuk melakukan 
pernikahan, akan tetapi dengan melihat realita permasalahan pengajuan 
dispensasi pernikahan di daerah Jawa Tengah yang sebagian besar adalah 
pasangan yang telah hamil mengakibatkan dasar maṣlaḥah menjadi tidak 
relevan digunakan. Jika ditelusuri dan diamati secara seksama, putusan 
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yang diberikan kepada pasangan yang telah melakukan hubungan suami 
isteri memberikan dampak negatif yang lebih besar. Antara lain adalah: 
a. Permohonan dispensasi nikah dengan sebab hamil terus meningkat; 
b. Semakin banyaknya perkawinan di bawah umur yang dilatarbelakangi 
dengan melakukan zina terlebih dahulu; 
c. Semakin banyak anak hasil zina ; 
d. Menimbulkan tidak ada rasa takut bagi pelaku sekaligus menjadi 
contoh tidak baik bagi yang lain; 
e. Kebobrokan moral yang semakin tidak terkontrol. 
Apabila keputusan yang ditetapkan terhadap perkara dispensasi 
nikah akan membawa kemaslahatan, maka setidaknya akan berkurang 
angka dispensasi yang disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan. 
Dan kalau memang permohonan tetap meningkat, setidaknya permohonan 
tersebut dilandasi oleh perkara lain dan perkara tersebut tidak menyalahi 
hukum syari‘at Islam. Misalnya memang hanya sudah sangat ingin 
melakukan perkawinan dan ditakutkan akan melakukan perbuatan dosa. 
Jika alasan hanya karena takut akan melakukan perbuatan yang 
melanggar norma agama, meskipun permohonan dispensasi meningkat, 
unsur kemaslahatan menjadi terlihat dalam memberikan izin dispensasi 
dan kemaslahatan tersebut dirasakan bersama serta tidak menyalahi 
ketentuan syara‘ maupun ketentuan dari maṣlaḥah itu sendiri. 
Maṣlaḥah dalam Putusan Poligami 
Seperti yang diketahui bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), mengatakan bahwasanya asas pernikahan di Indonesia adalah 
menganut asas monogami. Tetapi tidak ada larangan untuk melakukan 
poligami dengan tanda kutip memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana 
yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan. Permohonan poligami yang terjadi di wilayah Jawa Tengah 
sebagian besar syarat-syarat permohonan tidak sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Seperti yang dijelaskan oleh 
Sodikin dalam wawancara di Pengadilan Agama Purwokerto bahwa 
permohonan yang ia terima terkait masalah izin poligami hanya 10%
28
 
yang berlandaskan secara hukum yaitu istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
Selain Sodikin, Muhammad Syafi‘i juga menjelaskan fenomena 
yang terjadi terkait permohonan izin poligami yang dihadapinya, 
tuturnya:  
―Alasan poligami itu diantaranya, istri sakit, tidak dapat 
memberikan keturunan dan istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang isteri, tetapi biasanya yang terjadi 
malah yang ketiga itu yang menjadikan keranjang sampah (hanya 
sebagai alasan yang digunakan sebagai dasar permohonan), 
punya anak iya, sakit tidak, mungkin karena capek dan karena 
tekanan suami, isteri lalu memberikan izin.‖29  
Meskipun begitu para hakim tetap memberikan izin poligami dengan 
berdasarkan karena istri mengizinkan dan untuk memberikan 
perlindungan agar suami tidak melakukan perbuatan zina. 
Seperti contoh pada perkara Nomor 0219/Pdt.G/2016/PA.Pwr, di 
dalamnya menjelaskan permohonan diajukan dikarenakan istri tidak 
mampu melayani kebutuhan biologis suaminya secara maksimal, tetapi 
mereka telah dikaruniai anak sebanyak empat anak. Permohonan diterima 
dan dikabulkan oleh hakim, dengan pertimbangan apabila tidak diijinkan 
dikhawatirkan pemohon melakukan pelanggaran syara‘, karena pemohon 
masih membutuhkan pemenuhan pelayanan biologis. Secara kasap mata 
permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang di tentukan dalam 
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terlihat bahwa istri masih mampu 
melayani kebutuhan suaminya akan tetapi tidak maksimal dan di sisi lain 
mereka telah dikaruniai empat orang anak, sedangkan dalam ketentuan 
undang-undang Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa apabila istri tidak dapat 
melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. 
Seperti dalam kasus di atas Rasyidi hakim Pengadilan Agama 
Purworejo memberikan keterangan bahwa untuk melakukan poligami ada 
syarat alternatif maksudnya salah satu harus dipenuhi, misalnya istri 
sakit-sakitan terus, tidak dapat memberikan keturunan, dan tidak dapat 
melaksanakan tugas sebagai seorang istri, sedangkan laki-lakinya masih 
membutuhkan kebutuhan biologisnya tersalurkan sehingga apabila tidak 
diizinkan akan dapat menimbulkan maḍarāt yang lebih besar misalnya 
zina, mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan kemaslahatan untuk 
kasus tersebut.
30
 
Contoh lain pada putusan perkara Nomor 5256/Pdt.G/2017/Clp. 
Permohonan dengan nomor putusan tersebut diajukan oleh pemohon 
dikarenakan istri pemohon tidak mau untuk menambah keturunan akan 
tetapi istri masih sanggup dalam menjalani kewajibannya memenuhi 
kebutuhan biologis pemohon, perkawinan antara pemohon dan termohon 
telah dikaruniai dua orang anak. Di dalamnya hakim juga memberikan 
keterangan bahwa dengan melihat fakta-fakta yang ada, permohonan yang 
diajukan tidak memenuhi syarat alternatif yang termaktub dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2). 
Meskipun begitu hakim tetap memberikan izin untuk dapat melakukan 
poligami dengan pertimbangan untuk menjaga suami melakukan hal-hal 
yang di luar batas ketentuan agama. Dengan melihat bagaimana hakim 
memberikan putusan mengabulkan permohonan poligami di atas maka 
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dapat disimpulkan bahwa hakim tidak terlalu memperdulikan asas 
perkawinan Indonesia yaitu asas monogami. 
Maṣlaḥah dan Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap 
Pembaharuan Hukum 
Indonesia merupakan negara hukum
31
 yang mengadopsi dari 
sistem hukum Eropa“civil law” yang diwarisi oleh pemerintahan Belanda 
semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem hukum tersebut, hukum 
yang berlaku adalah hukum tertulis yaitu undang-undang dan tidak diakui 
sebagai hukum apabila tidak ada dalam undang-undang, serta segala 
sesuatu yang ingin diakui sebagai hukum apabila undang-undang 
menunjuknya.
32
 
Seperti yang diketahui bahwa undang-undang merupakan sebuah 
dasar pertimbangan utama para hakim dalam menentukan sebuah putusan 
pengadilan. Begitu pula mengenai hukum perkawinan Indonesia yang 
termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sebuah 
dasar utama para hakim menentukan sebuah putusan mengenai perkara 
pernikahan. Adapun guna undang-undang selain sumber hukum 
merupakan sarana untuk membatasi para hakim dalam memutuskan 
sebuah perkara, karena hak kebebasan yang diberikan kepada hakim yang 
ditakutkan nanti akan menjurus ke arah kesewenang-wenangan dalam 
memutuskan sebuah perkara.
33
 
Seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tersebut bahwa pengertian dari perkawinan adalah sebuah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
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dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
34
 Dalam rangka untuk mewujudkan dari 
pengertian perkawinan maka pemerintah Indonesia menentukan 
peraturan-peraturan perkawinan untuk menjaga agar perkawinan sejalan 
dengan pengertian di atas. Oleh sebab itu hal-hal yang diperkirakan akan 
mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan 
dipertimbangkan.
35
 
Dalam rangka menanggulangi segala bentuk perkara yang 
memungkinkan menyebabkan perkawinan putus dan sesuai dengan tujuan 
maupun kandungan yang termaktub dalam definisi perkawinan, maka 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batasan umur. 
Dengan ketentuan batasan umur tersebut bertujuan agar masyarakat 
Indonesia tidak melakukan perkawinan dalam usia yang masih tergolong 
anak. Aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa 
perkawinan itu baru dapat dilaksanaan jika pihak pria mencapai usia 19 
tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 Tahun. Ketentuan 
tersebut dijelaskan kembali dengan adanya keterangan dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa: 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calonmempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 
tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 
tahun dan calon isteri sekurangkurangnyaberumur 16 tahun 
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun 
harus mendapati izin sebagaimanayang diatur dalam pasal 6 
ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. 
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Dengan penentuan batasan umur dalam pernikahan bertujuan agar 
kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga telah 
memiliki kematangan, baik itu kematangan fisik maupun kematangan 
psikis. Ketentuan batasan umur tersebut didasarkan untuk kemaslahatan 
rumah tangga yang akan dibina oleh kedua pasangan calon suami isteri.
36
 
Dengan ketentuan tersebut diharapkan dalam rangka mewujudkan tujuan 
perkawinan terlaksana dengan baik. Akan tetapi ada sebuah kelemahan 
dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur dalam 
pernikahan, yaitu memberi keringanan bagi anak yang akan melakukan 
perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, 
dengan syarat meminta izin dispensasi kepada pihak pengadilan yang 
tertera pada Pasal 7 ayat (2). 
Selain batasan umur, dalam rangka mewujudkan tujuan 
perkawinan maka undang-undang mengatur ketentuan poligami. Karena 
poligami diyakini memiliki kecenderungan terhadap ketidakharmonisan 
rumah tangga yang ditakutkan akan menyebabkan perceraian. Oleh sebab 
tersebut undang-undang menentukan asas pernikahan yang dianut negara 
Indonesia adalah asas monogami yaitu seorang pria hanya dapat beristri 
satu orang wanita dan begitu pula sebaliknya seorang wanita hanya dapat 
memiliki seorang suami. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 
berbunyi “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki sorang 
isteri, seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami.” Akan tetapi 
undang-undang juga tidak melarang melakukan poligami, meskipun 
untuk dapat melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan dalam undang-undang yang tertera pada Pasal 4 dan 5 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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Dengan melihat ketentuan di atas maka tidak terlepas dengan 
peran hakim sebagai pelaksana pengadilan. Hakim dalam memeriksa dan 
memutus sebuah perkara, diakui tidak semua dari permasalahan yang 
mereka hadapi dapat terselesaikan hanya dengan undang-undang yang 
mengatur akan permasalahan tersebut, akan tetapi para hakim dituntut 
agar dapat menentukan jalan keluar dari semua permasalahan yang 
diajukan terhadap mereka dengan cara menemukan sendiri penyelesaian 
akan hukum itu (rechtsvinding), bahkan dengan menciptakan hukum baru 
(rechtsschepping), dalam rangka melengkapi hukum yang telah 
dibukukan (undang-undang). Seorang hakim harus memiliki 
keintelektualan tersendiri untuk dapat menemukan hukum. Karena hakim 
tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak 
lengkap, atau samar-samar.
37
 
Putusan-putusan penetapan di Pengadilan Agama di daerah Jawa 
Tengah yang dapat dijumpai saat ini seakan-akan hanya menyalin dari 
putusan-putusan sebelumya. Sebenarnya, adakalanya putusan tersebut 
layak dijadikan rujukan untuk memutus sebuah perkara lain, tetapi ada 
kalanya putusan-putusan yang telah lampau sudah tidak relevan lagi 
dijadikan yurisprudensi putusan selanjutnya. Hakim tidak dapat hanya 
melihat hukum dari sudut pandang normatif saja, akan tetapi harus dapat 
melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan. 
Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi sebuah perkara 
yang mereka tangani, sehingga nantinya akan terwujud keadilan dan 
kebenaran akan perkara tersebut. 
Seperti contoh dalam perkara dispensasi nikah, permohonan 
dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, yang telah nyata-
nyata terlihat sebab pengajuan antara perkara satu dan perkara yang lain 
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disebabkan oleh sebab yang sama yaitu telah melakukan hubungan badan 
dan telah hamil. Dan dalam mengambil pertimbangan mereka (hakim) 
kerap menggunakan salah satu dasar yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan di 
sini para hakim hanya fokus terhadap mereka yang mengajukan 
permohonan, mereka yang datang dengan keterpaksaan untuk 
mendapatkan izin dari pengadilan agar dapat melakukan pernikahan.  
Hal tersebut sudah sangat memperhatinkan apabila kita pahami 
dan dengan putusan tersebut menjadikan kejadian-kejadian yang serupa 
terulang kembali. Dengan melihat kemaslahatan yang sejati, maka bisa 
dikatakan bahwa yang dilakukan oleh para hakim telah keluar dari hakikat 
maṣlaḥah itu sendiri. Dengan sebab itu para hakim tetap menggunakan 
dasar hukum yang sama dalam memutuskan perkara tersebut dan terlihat 
tidak ada perkembangan terhadap putusan mereka. Sebenarnya mereka 
mampu menemukan hukum baru untuk menghadapi permasalahan 
dispensasi nikah dengan output hukum yang berbeda dengan tujuan agar 
hukum berlaku lebih baik di masyarakat sesuai dengan tujuan 
diberlakukannya hukum. 
Maṣlaḥah merupakan suatu teori istinbaṭ hukum yang 
diperbolehkan untuk digunakan dalam menentukan sebuah perkara. 
Karena tujuan dari adanya hukum adalah untuk kemaslahatan umat 
manusia. Dengan melihat realita atas fenomena yang terjadi yang 
menjadikan seorang hakim dapat melihat bagaimana harus memutuskan 
yang terbaik tanpa menghilangkan kemaslahatan, tentunya kemaslahatan 
yang sesuai dengan koridor teori maṣlaḥah itu sendiri. Walau bukan 
wilayah khusus mereka, setidaknya memberikan andil sebagai pejabat 
negara untuk memperkuat dan mewujudkan tujuan hukum negara dengan 
menggunakan cara sesuai dengan bidangnya. 
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Hakim sesuai dengan undang-undang kehakiman dituntut harus 
memiliki integritas dan profesionalitas di bidang hukum, tujuannya agar 
digunakan sebagai dasar para hakim dalam mengangani kasus yang 
mereka hadapi. Para hakim harus dapat menguasai materi-materi 
bagaimana menjalankan tugasnya, seperti proses cara berfikir hakim 
dalam memutus sebuah perkara dan menemukan hukum yang pantas dan 
sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Para hakim 
dituntut agar dapat menyelesaikan perkara yang ia hadapi dan tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa dari sekian perkara yang mereka hadapi tidak 
semua dapat terselesaikan hanya dengan dasar yang telah tertulis 
(undang-undang). Oleh sebab itu, para hakim harus mencari 
kelengkapannya, dengan menemukan sendiri hukum itu,
38
 sehingga dapat 
tercipta dengan baik tujuan hukum yang hakiki. 
Penutup 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 
1. Maṣlaḥah menurut hakim adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang ada 
dalam sebuah permasalahan, yang bertujuan memberikan keadilan. 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh hakim sehingga 
menuntut para hakim untuk menemukan kemaslahatan di dalamnya. 
Hakim selalu menggunakan kaidah usul fikih dalam pertimbangan 
memutuskan atau menetapkan sebuah perkara yang berbunyi “Dar‟ul 
mafāsid muqaddamun „alā jalb al-maṣālih” menunjukkan bahwa 
hakim dalam melihat maṣlaḥah sesuai dengan ketentuan dari teori 
maṣlaḥah, hanya saja hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa 
Tengah lebih condong selalu mempraktikkan kemaslahatan yang hanya 
bersifat khaṣṣah daripada maṣlaḥah yang bersifat ‗āmmah. Hakim 
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menilai bahwa maṣlaḥah  adalah suatu yang kasuistik, tidak bisa 
disamakan antara kemaslahatan pada perkara satu dengan 
kemaslahatan pada perkara yang lain.  
2. Maṣlaḥah digunakan sebagai salah satu dasar hukum oleh para hakim 
dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan poligami karena 
beberapa sebab, yaitu: 
a. Maṣlaḥah dalam perkara dispensasi dipandang layak digunakan 
sebagai salah satu dasar memberikan putusan karena pada perkara 
dispensasi yang terjadi di daerah Jawa Tengah 90% didasari dengan 
kehamilan terlebih dahulu. Dan dengan sebab tersebut 
kemaslahatanya dinilai dalam rangka melindungi anak yang berada 
dalam kandungan, memberikan hak kepada anak dalam kandungan, 
serta memberikan perlindungan kepada anak (yang mengandung) 
dan keluarganya agar terhindar dari aib. Serta kemaslahatan untuk 
permohonan yang tidak didasari dengan kehamilan diluar 
pernikahan, bentuk kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk 
melindungi anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar 
norma agama. 
b. Poligami merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang perkawinan, untuk mendapatkan izin dispensasi 
harus menyanggupi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, 
apabila syarat tersebut dimiliki oleh seorang yang mengajukan, 
maka permohonan tersebut dikabulkan. Kemaslahatan pada perkara 
poligami ditujukan untuk melindungi agar tidak terjerumus kedalam 
perbuatan yang melanggar ketentuan norma agama, serta untuk 
menjalankan perintah agama (Ibadah). Maṣlaḥah dipandang sebagai 
salah satu dasar hukum pada putusan poligami, karena selain 
poligami adalah sebuah perkara yang dalam hukum Islam maupun 
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hukum negara tidak melarangnya, juga menghindarkan dari pada 
kerusakan yang lebih besar. 
3. Pandangan hakim mengenai kemaslahatan dalam perkara dispensasi 
tidak sesuai dengan ketentuan dari teori maṣlaḥah itu sendiri. Dalam 
teori maṣlaḥah ditetapkan bahwa maṣlaḥah dapat digunakan sebagai 
hujjah hukum apabila “maṣlaḥah al-„ām muqaddamun „alā maṣlaḥah 
al-khāṣ”, maṣlaḥah dirasakan oleh keumuman masyarakat tidak untuk 
sebagian masyarakat saja. Sedangkan para hakim berpendapat bahwa 
dengan memberikan perlindungan kepada anak yang dalam 
kandungan, melindungi anak yang berbuat kemaksiatan, dan 
keluargannya adalah sebuah kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan 
tersebut adalah maṣlaḥah yang bersifat khusus. Kemaslahatan yang 
bersifat umum tidak dihiraukan dibuktikan dengan kasus permohonan 
dispensasi nikah yang disebabkan oleh anak-anak yang telah hamil 
semakin meningkat, bahkan dari semua permohonan yang diajukan 
hampir 90% disebabkan oleh hal tersebut. 
Kasus permohonan dispensasi pernikahan di daerah Jawa Tengah 
mengalami peningatan dalam tahun ke tahun, yang disebabkan oleh anak-
anak yang telah melakukan pelanggaran norma agama. Alangkah lebih 
baiknya apabila adanya tindakan dari pemerintah khususnya untuk 
meminimalisir angka pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan. 
Dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama selain 
sebagai instansi yang ditunjuk oleh negara sebagai pihak yang berwenang 
memberikan izin dispensasi juga sebagai instansi yang dapat mengurangi 
angka dispensasi yang disebabkan oleh kehamilan di luar perkawinan.  
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